
engingat 

BUPATI BANYUMAS 

PERATURANBUPATIBANYU ~AS 
NOMOR 15 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS 
NOMOR 113 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BANYUM.AS 

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS 

bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar 
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 terdapat beberapa 
program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
obyek belanja dan rincian obyek belanjanya tidak sesuai dengan 
perencanaan sehingga perlu dilakukan pegeseran anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199~ tentang P_enyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolus1 dan Nepot1sme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu~ 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua
3
ngNan Neg:;a 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~n 200 om~r , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) . 



4. Undang-Undang Nornor 1 Tnhun 2004 
Negara (Lembaran Nogarn Ropubllk I d tettano Perhendahoraan 
Tarnbahan Lernbnran Negara R publl~ lo~o a Tahun 2004 Nomor 5, n on slo Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 1 c T 
Pengelolaan don Tan un ohun 2004 tontono Pemeriksaan 
Negara Republik lndo~~slij~w~b Kouononn Negara (Lombaran 
Lembaran Negara Republlk Ind o ,uni 2004 Nomor 66, Tambahan 

ones a Nornor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 
Perencanaan Pembangunan N .Tahun 2004 tentang Slstem 
Indonesia Tahun 2004 N at1onal (Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Nomoro4~~~ ); 04, Tambahan Lembaran Negara 

7. Undang-Undang Nomor ~2 Tah 
Daerah (Lembaran Negar; Re b~-~ 

1

2004 
t~ntang Pemerintahan 

125, Tambahan Lemb pu I ndo~es1a Tahun 2004 Nomor 
sebagaimana telah b ~an Negar~ ~epubhk Indonesia Nomor 4437) 
Undan N e erapa kah d1ubah terakhir dengan Undang-
Undan~-Unod:~r 1~ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Daerah Le g omor 32 Tahun _2004 tentang Pemerintahan 

( mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 ~~:r 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ' 

9. Und?ng-.Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan 
RetnbusI Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

12. 

I 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaa_n 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4502); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standa 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu~ 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daeral1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

15. Per~turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

16. Peratura~ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformas1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun b2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lem aran 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Sen E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 20
1
0 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun Anggaran 2010 . (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 201 0 Nomor 3 Seri A); 



24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun Anggaran 2010 (Serita Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2010 Nomor 113); 

netapkan : 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 113 TAHUN 2010 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 
ANGGARAN 2011 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah Kabupaten Banyumas (Serita Dae rah Kabupaten Banyumas . 
Tahun 2010 Nomor 113) diubah, sehingga keseluruhan Lampiran 11 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen~undangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 

I 3 0 MAR 20l\ 

S, 


